


































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 



 

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

DESK LAYANAN  

OLEH 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  

DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN SINTANG 
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PEMERINTAH  

KABUPATEN SINTANG 

NOMOR SOP  

TANGGAL PEMBUATAN  

TANGGAL REVISI  

TANGGAL EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN 

SELAKU ATASAN PPID 

PEMBANTU 

  

NAMA SOP DESK LAYANAN  

  

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Infrmasi Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan  Pemerintah Nomor 61 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Infrmasi Publik;  

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 

Informasi Publik; 

7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 

478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 

tentang Pembentukan PPID Utama Dan 

Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten 

Sintang. 

 

 

1. Minimal Sarjana 

2. Menguasai Tata Pembukuan 

3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 

4. Memiliki Tata Krama 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

Masyarakat yang membutuhkan informasi 

publik dari Pemerintahah 

1. Formulir  

2. Komputer 

3. Telepon 

4. Jaringan Internet 

5. Alat Tulis Kantor 

 

 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, 

maka akan mengganggu proses pelayanan 

publik 

 

Dicatat pada buku rekap informasi 



SOP DESK LAYANAN 

No Kegiatan 

Pelaksana Pendukung Keterangan 

Desk 

Layanan 

Bidang Pelayanan 

Informasi dan 

Dokumentasi 

PPID  

Pembantu 
Kelengkapan Waktu Output  

1. Menerima Permohonan Informasi Publik 

 

   Formulir Permohonan Informasi Pada hari dan jam 

kerja 

Berkas permohonan 

informasi/dokumen dari 

pemohon informasi 

 

 

2. Melaporkan kepada penanggungjawab 

 

   Berkas permohonan informasi / 

dokumen dari pemohon informasi 

 

1 (satu) hari kerja Nota Dinas  

3. Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang 

terkait dengan Permohonan Informasi Publik 

 

   Nota Dinas 1 (satu) hari kerja Disposisi Pimpinan  

4. Menginformasikan ke Desk Layanan untuk memproses lebih 

lanjut 

 

 

   Nota Dinas Paling lambat 10 

(sepuluh) hari kerja 

Disposisi  

5. Menghubungi Pemohon Informasi Publik     Informasi Publik sesuai Permohonan Paling lambat 10 

(sepuluh) hari kerja 

sejak diterimanya 

permintaan. Dapat 

diperpanjang paling 

lambat 7 (tujuh) hari 

kerja dengan 

memberikan alasan 

tertulis 

 

Informasi Publik  

6. Melaporkan kepada pimpinan    Berkas permohonan informasi / 

dokumen dari pemohon informasi, 

daftar informasi publik yang 

dikirimkan kepada pemohon 

informasi 

 

1 (satu) hari kerja Nota Dinas Laporan  

 

 



 

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN  

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  

OLEH 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  

DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN SINTANG 
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PEMERINTAH  

KABUPATEN SINTANG 

NOMOR SOP  

TANGGAL PEMBUATAN  

TANGGAL REVISI  

TANGGAL EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN 

SELAKU ATASAN PPID 

PEMBANTU 

  

NAMA SOP PENETAPAN DAN 

PEMUTAKHIRAN DAFTAR 

INFORMASI PUBLIK  

  

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Infrmasi Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan  Pemerintah Nomor 61 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Infrmasi Publik;  

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 

Informasi Publik; 

7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 

478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 

tentang Pembentukan PPID Utama Dan 

Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten 

Sintang. 

 

 

1. Minimal Sarjana 

2. Menguasai Tata Pembukuan 

3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 

4. Memiliki Tata Krama 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

Masyarakat yang membutuhkan informasi 

publik dari Pemerintahah 

1. Formulir  

2. Komputer 

3. Telepon 

4. Jaringan Internet 

5. Alat Tulis Kantor 

 

 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, 

maka akan mengganggu proses penetapan dan 

pemutakhiran daftar informasi publik 

 

Dicatat pada buku rekap informasi 



SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

No Kegiatan 

Pelaksana Pendukung Keterangan 

Unit yang 

Menguasai dan 

Mengelola 

Informasi 

PPID  

Dinkes 

Atasan 

PPID 
Kelengkapan Waktu Output  

1. Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas 

dan relevan sesuai tupoksi pada unit yang menguasai dan 

mengelola informasi di Lingkungan Dinkes Kabupaten Sintang, 

baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang 

dikirim ke pihak lain.  

 

   1. UU No. 14 Tahun 2008 

2. UU No. 25 Tahun 2009 

3. UU No. 23 Tahun 2014 

4. PP No. 61 Tahun 2010 

5. Perki No. 1 Tahun 2010 

6. Perki No. 1 Tahun 2017 

 

Secara berkala, serta 

merta dan setiap saat 

Daftar Informasi Publik 

yang telah dikumpulkan 

dari unit yang menguasai 

dan mengelola informasi 

 

2. Mengklasifikasian seluruh informasi dan dokumentasi yang 

telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan 

sifat informasi dan dokumentasi 

 

   1. UU No. 14 Tahun 2008 

2. UU No. 25 Tahun 2009 

3. UU No. 23 Tahun 2013 

4. PP No. 61 Tahun 2010 

5. Perki No. 1 Tahun 2010 

6. Perki No. 1 Tahun 2017 

 

Secara berkala, serta 

merta dan setiap saat 

Daftar Informasi Publik 

yang telah diklarifikasi 

kebenarannya 

 

3. Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy 

dan tempat penyimpaanan dokumen dalam bentuk hardcopy 

 

 

   Alat tulis kantor Secara berkala, serta 

merta dan setiap saat 

Daftar Informasi Publik  

4. Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai 

dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik 

 

 

 

   Mengadakan rapat dengan 

pejabat/unit yang menguasai dan 

mengelola informasi  

Setelah Daftar 

Informasi Publik 

terkumpul dari Bidang 

yang menguasai dan 

mengelola 

 

Surat Keputusan 

Penetapan Daftar 

Informasi Publik yang 

ditandatangani oleh 

Atasan PPID 

 

Setelah Daftar Informasi 

Publik ditetapkan, jika 

ada tambahan informasi 

baru, dibuat SK untuk 

ditetapkan   

5. Mengumumkan dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke 

Website resmi PPID Dinkes Kabupaten Sintang maupun 

melalui sarana informasi lainnya. 

 

   Website dan sarana informasi 

lainnya yang dimiliki oleh PPID 

Dinkes 

Setelah Daftar 

Informasi Publik 

ditetapkan oleh Atasan 

PPID 

Adanya konten Daftar 

Informasi Publik di 

Website Dinkes 

Kabupaten SIntang 

 

 

 

 

Ya 

Tidak 



 

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK  

OLEH 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  

DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN SINTANG 
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PEMERINTAH  

KABUPATEN SINTANG 

NOMOR SOP  

TANGGAL PEMBUATAN  

TANGGAL REVISI  

TANGGAL EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN 

SELAKU ATASAN PPID 

PEMBANTU 

  

NAMA SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI 

PUBLIK  

  

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Infrmasi Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan  Pemerintah Nomor 61 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Infrmasi Publik;  

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 

Informasi Publik; 

7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 

478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 

tentang Pembentukan PPID Utama Dan 

Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten 

Sintang. 

 

 

1. Minimal Sarjana 

2. Menguasai Tata Pembukuan 

3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 

4. Memiliki Tata Krama 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

Masyarakat yang membutuhkan informasi 

publik dari Pemerintahah 

1. Formulir  

2. Komputer 

3. Telepon 

4. Jaringan Internet 

5. Alat Tulis Kantor 

 

 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, 

maka akan mengganggu proses uji 

konsekuensi informasi publik 

 

Dicatat pada buku rekap informasi 



SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK 

No Kegiatan 

Pelaksana  Pendukung Keterangan 

PPID Dinkes 

Pejabat pada Unit  

yang Menguasai dan 

Mengelola Informasi 

Atasan 

PPID 
Pemohon Kelengkapan Waktu Output  

1. Melakukan koordinasi dengan pejabat pada unit yang 

menguasai dan mengelola informasi untuk melakukan 

Pengklasifikasian Informasi Publik.  

 

    Berkas permohonan 

informasi/dokumen dari 

pemohon informasi 

 

Setiap saat Berkas permohonan 

informasi yang telah 

diisi lengkap dan 

dilampiri identitas diri 

 

 

2. Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang 

dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-

Undang, kepatutan dan kepentingan umum. 

 

    1. UU No. 14 Tahun 2008 

2. Perki No, 1 Tahun 2017 

Pada hari dan jam kerja Surat Keputusan  

3. Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika 

status informasi / dokumen oleh pejabat pada unit yang 

menguasai dan mengelola informasi dinyatakan rahasia 

dengan persetujuan atasan PPID, maka PPID membuat surat 

penolakan kepada pemohon informasi. 

   

    Informasi / dokumen yang 

telah dinyatakan terbuka 

untuk publik 

Pada hari dan jam 

kerja, maksimal 10 

(sepuluh) hari kerja, 

sejak permohonan 

teregistrasi  

 

Informasi / dokumen 

dari unit  yang 

menguasai dan 

mengelola informasi 

 

4. Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan 

surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / 

dokumen dinyatakan rahasia 

 

    Informasi / dokumen yang 

diminta oleh pemohon 

informasi / surat 

penolakan jika informasi / 

dokumen tersebut 

dikategorikan rahasia  

 

Maksimal diberikan 

perpanjangan 

pemenuhan 

permohonan informasi 

selama 7 (tujuh) hari 

kerja sejak 

pemberitahuan tertulis 

diberikan dan tidak 

dapat diperpanjang lagi 

 

  

 

 



 

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK  

OLEH 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  

DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN SINTANG 
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PEMERINTAH  

KABUPATEN SINTANG 

NOMOR SOP  

TANGGAL PEMBUATAN  

TANGGAL REVISI  

TANGGAL EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN 

SELAKU ATASAN PPID 

PEMBANTU 

  

NAMA SOP PENDOKUMENTASIAN 

INFORMASI PUBLIK  

  

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Infrmasi Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan  Pemerintah Nomor 61 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Infrmasi Publik;  

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 

Informasi Publik; 

7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 

478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 

tentang Pembentukan PPID Utama Dan 

Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten 

Sintang. 

 

 

1. Minimal Sarjana 

2. Menguasai Tata Pembukuan 

3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 

4. Memiliki Tata Krama 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

Masyarakat yang membutuhkan informasi 

publik dari Pemerintahah 

1. Formulir  

2. Komputer 

3. Telepon 

4. Jaringan Internet 

5. Alat Tulis Kantor 

 

 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, 

maka akan mengganggu proses dokumentasi 

informasi publik 

 

Dicatat pada buku rekap informasi 



SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK 

No Kegiatan 

Pelaksana Pendukung Keterangan 

Petugas  

PPID 

Ketua  

PPID 
Kelengkapan Waktu Output  

1. Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang 

dikuasai oleh unit yang menguasai dan mengelola informasi. 

Untuk membantu, dapat digunakan form daftar informasi 

publik dan dokumentasi publik 

 

 

  Form daftar informasi publik Tentatif Daftar Informasi Pubik  

2. Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan 

dokumentasi publik yang sudah didaftar 

 

 

 

  Form daftar informasi publik Tentatif Daftar Informasi Pubik  

3. Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang 

telah mendapatkan pengesahan 

 

 

 

  Form daftar informasi publik Tentatif Daftar Informasi Pubik  

 

 

Ya 

Tidak 



 

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN  

OLEH 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  

DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN SINTANG 
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PEMERINTAH  

KABUPATEN SINTANG 

NOMOR SOP  

TANGGAL PEMBUATAN  

TANGGAL REVISI  

TANGGAL EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN 

SELAKU ATASAN PPID 

PEMBANTU 

  

NAMA SOP PENDOKUMENTASIAN 

INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN  

  

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Infrmasi Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan  Pemerintah Nomor 61 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Infrmasi Publik;  

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 

Informasi Publik; 

7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 

478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 

tentang Pembentukan PPID Utama Dan 

Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten 

Sintang. 

 

 

1. Minimal Sarjana 

2. Menguasai Tata Pembukuan 

3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 

4. Memiliki Tata Krama 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

Masyarakat yang membutuhkan informasi 

publik dari Pemerintahah 

1. Formulir  

2. Komputer 

3. Telepon 

4. Jaringan Internet 

5. Alat Tulis Kantor 

 

 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, 

maka akan mengganggu proses penyusunan 

informasi yang dikecualikan 

 

Dicatat pada buku rekap informasi 



SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

No Kegiatan 

Pelaksana Pendukung Keterangan 

Petugas 

PPID 

PPID 

Dinkes 

Atasan  

PPID 
Kelengkapan Waktu Output  

1. Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah 

ditetapkan berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi 

 

 

 

   Form daftar informasi yang 

dikecualikan, lembar 

pengujian konsekuensi 

Tentatif Daftar Informasi Publik  

2. Mengklarifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan 

jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipkan 

berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan 

 

   Daftar informasi yang 

dikecualikan 

Tentatif Daftar Informasi Publik  

3. Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka 

waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka 

waktu dengan persetujuan atasan PPID  

 

 

 

   Lembar pertimbangan uji 

konsekuensi 

Sesuai peraturan 

perundang-undangan 

Daftar Informasi Publik  

4. 

 

Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang 

dikecualikan dalam bentuk soft copy dan hard copy dengan tata 

cara seperti mengarsip dokumen 

  

 

   Alat tulis kantor Tentatif Daftar Informasi Publik  

5. 

 

Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke Website 

resmi maupun melalui sarana informasi lainnya 

 

  

   Website dan sarana 

informasi lainnya yang 

dimiliki oleh komponen 

pemerintah daerah 

Tentatif Terdapat konten daftar 

informasi yang 

dikecualikan di Website 

resmi Pemerintah Daerah 

 

 

 

 

Ya 

Tidak 

Ya 

Tidak 


